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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Figh Siyasah terhadap Kewenangan
Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 adalah hasil penelitian yang
difokuskan pada permasalahan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus
mendapat izin tertulisdari Presiden.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (/ibrary research) atau hukum
normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan
menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan
hukum lainnya. Menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, pola pikir
deduktif. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis
dengan menggunakan teori figh siyasahyakni siyasah dusturiyyahal-sulthah al-
tasyri iyahuntuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana
harus mendapat izin tertulis dari Presiden berdasarkan Pasal 245 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
untuk menjaga harkat dan martabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
agar tidak diperlakukan sembrono dan sewenang-wenang. Proses pemanggilan
dan pemeriksaan yang cukup panjang oleh penyidik kepolisian akan
mempengaruhi  hasil dari penyidikan tersebut. Izin dari Presiden terhadap
anggota DPR bertentangan dengan asas equality before the Ilaw yang
mengedepankan kedudukan setara bagi setiap orang dihadapan hukum. Izin
Presiden akan mengganggu dan menghambat kinerja penyidik kepolisian
untuk melakukan proses penegakan hukum.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat harus memahami kekuasaan dan jabatan yang diembannya secara benar
perlu dibuat mekanisme pemisahan kewenangan anggota DPR sebagai
pejabat negara dan sebagai subyek hukum agar proses penegakan hukum sesuai
dengan asas bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dan prinsip-prinsip
negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan, perlakuan, kepastian dan
keadilan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan Presiden penting untuk dibatasi sehingga Presiden tidak
bertindak sewenang-wenang. Semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam sistem pemisahan kekuasaan (separation of
power), kewenangan untuk mengatur ini dianggap ada di tangan lembaga
perwakilan rakyat/ legislatif, bukan di tangan eksekutif. Jika lembaga eksekutif
merasa perlu mengatur, maka kewenangan mengatur di tangan eksekutif itu
bersifat derivatif dari kewenangan legislatif. Artinya Presiden tidak boleh
menetapkan sesuatu, misalnya, keputusan Presiden tidak boleh lagi bersifat
mengatur secara mandiri seperti dipahami selama ini.'

Kekuasan eksekutif merupakan pelaksanaan dari keputusan legislatif,
lembaganya adalah Presiden. Tugas Presiden menurut penjelasan UUD 1945
adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Tanggung jawab
pelaksanaan pemerintahan berada pada Presiden. Presiden sebagai pelaksana
semua keputusan yang dikeluarkan lembaga tertinggi negara yaitu MPR, seakan-
akan Presiden mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas dalam melaksanakan

pemerintahan, kekuasaan Presiden itu sendiri dibatasi dengan berbagai

" Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
(Yogjakarta: FH UII Press, 2005), 75.



ketentuan. Karena luasnya tugas Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan,
maka dalam melaksanakan tugasnya Presiden berhak untuk mengangkat
pembantunya yaitu menteri.”

Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai kedudukan yang sederajat,
tetapi saling mengendalikan dengan lembaga parlemen sebagai pemegang
kekuasaan legislatif. Sesuai prinsip Presidentil, Presiden tidak dapat
membubarkan parlemen, tetapi sebaliknya parlemen juga tidak dapat
menjatuhkan Presiden. Parlemen hanya dapat menuntut pemberhentian Presiden
jika Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, itupun biasanya dibatasi
oleh konstitusi hanya untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu saja, misalnya:
dalam konstitusi Amerika Serikat mengaitkannya dengan penghianatan terhadap
negara (treason), penyuapan dan korupsi (bribery and high crims), serta
pelanggaran-pelanggaran ringan tetapi dapat dikategorikan sebagai perbuatan
tercela (misdemeanours).’

Pada hakikatnya fungsi utama parlemen adalah fungsi pengawasan dan
legislasi. Instrumen yang dapat digunakan oleh parlemen sangat kuat. Instrumen
yang dapat digunakan oleh parlemen untuk menjalankan fungsi pengawasan
terhadap jalannya pemerintahan secara efektif adalah hak budget, hak interpelasi,
hak angket, hak usul resolusi, selain hak yang bersifat kelembagaan, setiap
individu anggota parlemen juga dijamin haknya untuk bertanya dan mengajukan

usul pendapat serta hak lain seperti hak imunitas dan hak protokoler. Semua hak

? Mudakir Iskandar Syah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: CV.
Sagung Seto, 2008), 41.

*Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
81.



itu penting sebagai instrumen yang dapat dipakai dalam menjalankan fungsi
pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam sistem bikameral, setiap kamar lembaga parlemen juga dilengkapi
dengan hak veto dalam menghadapi rancangan Undang-Undang yang dibahas
oleh kamar yang berbeda. Hak veto yang berfungsi sebagai sarana kontrol
terhadap pelaksanaan fungsi legislatif ini biasanya juga diberikan kepada
Presiden, sehingga dalam sistem bikameral yang pemerintahan bersifat
presidentil hak veto dimiliki oleh 3 pihak sekaligus, yaitu: presiden, majelis
tinggi dan majelis rendah.*

Sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan mengatur, produk
legislatif ini harus diatur agar dapat diawasi oleh lembaga lain. Pertama, Presiden
sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Perubahan Pertama UUD, diberikan
kewenangan untuk melakukan pengesahan formil terhadap RUU yang disahkan
oleh DPR. Ketentuan ini dipertegas dalam ayat (5) sebagai ayat tambahan dalam
naskah Perubahan kedua UUD sebagai ketentuan mengenai hak veto Presiden
dalam waktu 30 hari untuk menolak pengesahan RUU tersebut menjadi UU.
Kedua, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi sudah seharusnya
menurut prosedur tertentu diberikan kewenangan untuk menguji materi UU
tersebut terhadap UUD. Sayangnya ketentuan hak uji material UU terhadap
UUD ini belum disetujui untuk diterima dalam rancangan perubahan UUD.

Ketiga, sebaliknya hak DPR untuk menuntut pertanggungjawaban

Presiden di tengah masa jabatannya melalui persidangan istimewa MPR atau

*Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
81.



yang dikenal dengan istilah impeachment makin dipertegas dalam perubahan
UUD. Hak untuk melakukan tuntutan impeachment ini merupakan puncak dari
fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kinerja Presiden.
Keempat, demikian pula dengan kemungkinan untuk melakukan pemberhentian
terhadap para hakim agung, Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberikan
kewenangan untuk memberhentikan anggota Mahkamah Agung (MA) atas usul
Komisi Judisial.’

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden bisa bertindak sebagai lembaga
legislatif dalam pembentukan Undang-Undang, akan tetapi harus mendapatkan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, berarti Presiden tidak bisa berdiri sendiri
tanpa bantuan DPR dalam pembuatan undang-undang, bila Presiden bertindak
sebagai badan legislatif. Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga
keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat sehingga masing-masing
tidak bisa saling menjatuhkan. DPR mempunyai fungsi politik yang sangat
strategis, yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan kenegaraan. Dalam
tugas dan kewenangan keberadaan DPR sangat dominan, karena kompleksitas
dalam tugas dan wewenangnya. Selain berkaitan dengan proses legislasi dalam
kewenangannya DPR sebagai penentu kata putus dalam bentuk memberi
persetujuan terhadap agenda kenegaraan.

Lembaga legislatif merupakan institusi kunci dalam perkembangan

politik negara-negara modern. Menilik perkembangan lembaga-lembaga negara,

*Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
19.

% Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, (Jakarta: Kencana, 2011), 193-194.



lembaga legislatif merupakan cabang kekuasaan pertama yang mencerminkan
kedaulatan rakyat. Dalam pandangan C.F. Strong, lembaga legislatif merupakan
kekuasaan pemerintah yang mengurusi pembuatan hukum sejauh hukum tersebut
memerlukan kekuatan undang-undang (statutory force).” Menurut Pasal 20 A
Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi,
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. DPR juga masih dipersenjatai oleh 3
(tiga) hak yaitu hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat.®

Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR harus di
imbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional agar
anggota DPR tidak dengan mudah dikriminalisasi, maka DPR membuat sebuah
peraturan  Perundang-undangan yang mana dalam hal pemanggilan dan
permintaan keterangan untuk penyidikan oleh penegak hukum terhadap
anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan
dari MKD yang tertulis dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun
2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang sering disebut MD3.

Dengan demikian maka seolah-olah dengan didukungnya hak imunitas
anggota DPR yang telah diakomodir di dalam Undang-Undang MD3 yang
secara implisit diatur di dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 memuat ketentuan
bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan,

7 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem
Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 1.
¥ Ni’matul Huda, UUD 1945 Gagasan Amandemen Ulang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 288.



apabila anggota dewan diduga melakukan tindak pidana. Potensi mempersulit
kinerja Penegak Hukum bukan hanya di tahap awal yaitu tahap penyidikan saja,
tapi juga dalam tahap pemeriksaan. Izin terhadap anggota DPR yang diduga
melakukan tindak pidana harus melalui Presiden tentu melanggar prinsip
persamaan dihadapan hukum dan menciptakan diskriminasi hukum bagi warga
negara biasa.

Dalam kajian figh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga
dengan, al-sulthah al-tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam
membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak
menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi,
dalam wacana figh siyasahistilah al-sulthah al-tasyri’iyyahdigunakan untuk
menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam
mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-
tanfidziyyah) dan kekuvasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha’iyyah). Dalam
konteks ini kekuasaan legislatif (a/-sulthah al-tasyri’iyyah) berarti kewenangan
Pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan
dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan
Allah Swt dalam syari’at Islam.’Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam
Islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang
akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.

2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

’ Muhammad Igbal, Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Penerbit Gaya
Media Pratama, 2007), 161.



3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai
dasar syari’at Islam.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam
pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga
legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan
dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan Orang-orang yang duduk di
lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufi) serta para
pakar dalam berbagai bidang.

Dalam al-sulthah al-tasyri’iyah pemerintah melakukan tugas siyasah
syar’iyyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam
masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran
Islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan dengan beberapa kekhususan dan
perbedaan telah terdapat dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir-
pemikir Barat merumuskan teori mereka tentang #rias politica. Ketiga kekuasaan
ini, kekuasaan tasyri’iyyah (legislatif), kekuasaan tanfidziyyah (eksekutif), dan
kekuasaan gadha’iyyah (yudikatif), telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad
Saw di Madinah."

Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga
legislatif mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut.
Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama,
dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur’an dan

Sunnah, Undang-Undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri’iyyahadalah

' Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 162.



Undang-Undang Ilahiyah yang disyari’atkan-Nya dalam Al-Qur’an dan
dijelaskan oleh Nabi Saw. Kemudian fungsi keduanya adalah melakukan
penalaran kreatif (Ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara
tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya al-sulthah al-
tasyri’iyyaltersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana

dijelaskan di atas."

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalah

yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Kedudukan Presiden tidak paralel dengan Imam/Khalifah.

2. Hak Prerogatif Presiden melebihi kewenangannya.

3. Fungsi DPR di luar kewenangan.

4. Hak Imunitas DPR, Kekebalan.

5. Kewenangan MKD.

6. Kewenangan izin tertulis Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan
anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Untuk lebih fokus dalam penelitian ini, penulis membatasi sebagian
permasalahan tertentu yang berkaitan dalam proses penelitian. Batasan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

""Muhammad Iqbal, Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 163.



2. Analisis Figh Siyasah terhadap kewenangan Presiden dalam pemberian izin

pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

C. Rumusan Masalah
Merujuk pada latar belakang penelitian di atas, Peneliti menyajikan
rumusan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018?
2. Bagaimana analisis figh siyasah terhadap kewenangan Presiden dalam

pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang
berisi penelitian yang pernah dilakukan yang ada kaitannya dengan penelitian
yang akan penulis lakukan. Penelitian ini bukan merupakan pengulangan ataupun
plagiat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Banyak penelitian terdahulu yang
ada hubungannya dengan penelitian ini. Diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Lestari yang berjudul “Analisis Izin
Pemeriksaan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oleh Aparat
Penegak Hukum Dikaitkan Prinsip Negara Hukum (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014)”"

Penelitian tersebut, membahas tentang perubahan konstruksi izin

Pemeriksaan terhadap anggota DPR oleh aparat penegak hukum
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menjadi memerlukan persetujuan dari Presiden, karena Mahkamah
Kehormatan Dewan merupakan lembaga etik yang tidak memiliki
hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana. Selain itu,
berdasarkan Putusan terdahulu Nomor 73/PUU-IX/2011, DPR sebagai
pejabat negara harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang
memadai dan proporsional, serta upaya menegakkan mekanisme check
and balances antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang
kekuasaan eksekutif. Kemudian izin pemeriksaan terhadap anggota DPR
tidak relevan apabila dikaitkan dengan kedua prinsip negara hukum
yaitu prinsip persamaan dalam hukum dan prinsip peradilan yang bebas dan
tidak memihak."

Adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis dari Presiden
dalam hal anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam konteks
adanya dugaan tindak pidana diharapkan di satu pihak tetap dapat
melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPR. Di lain
pihak tetap menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Panatagama Iskandar yang berjudul
“Dinamika Lembaga Legislatif Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014’

"Dwi Lestari, “Analisis Izin Pemeriksaan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oleh
Aparat Penegak Hukum Dikaitkan Prinsip Negara Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 76/Puu-XI11/2014)” (Skripsi—Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016), 7.
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Penelitian tersebut, membahas tentang dalam menjalankan
perannya, lembaga legislatif di Indonesia memiliki tiga fungsi yaitu fungsi
legislatif, fungsi representasi, dan fungsi pengawasan. Lembaga-lembaga
legislatif baik MPR, DPR, dan DPD memiliki fungsi-fungsi tersebut,
walaupun dengan porsi yang berbeda. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 mengamanatkan MPR untuk menjalankan fungsi legislasi yang lebih
kurang sama dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. DPR
memiliki sedikit perbedaan fungsi representasi pasca Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014, yakni tidak adanya hak memberikan persetujuan
terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap
perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara, yang mana fungsi ini disebutkan
dengan terang dalam undang-undang terdahulu. Terakhir fungsi DPD. Ini
demikian menarik karena adanya penerapan peran baru. Lembaga Perwakilan
Daerah ini memiliki fungsi legislasi yang lebih luas dengan dapatnya
mengajukan rancangan undang-undang berdasarkan program legislasi
nasional."

Satu-satunya kesempatan DPD dalam mengawasi lembaga
legislatif yang lain adalah dalam rangka ikut membahas dalam perumusan
dan penyusun undang-undang. Pemerintah hendaknya melakukan pengkajian

bersama lembaga legislatif untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang

PRizal Panatagama Iskandar, “Dinamika Lembaga Legislatif Pasca Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogjakarta, 2017), 2.
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baik dengan menjalankan fungsi check and balanceslewat fungsi-fungsi yang
telah diamanatkan oleh undang-undang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Faristin Hestifebrianty yang berjudul “Hak
Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 Undang-Undang No.17 Tahun
2014 Perspektit Hukum Islam”.

Penelitian tersebut, membahas tentang Undang-Undang No. 17
Tahun 2014 ayat (2) ketentuan dimaksud dinyatakan bahwa anggota DPR
tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan,
dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun
tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan
dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR. Keberadaan hak imunitas
sebenarnya terkait erat dengan fungsi, tugas dan kewenangan DPR.
Keterkaitan hak imunitas dan fungsi, tugas dan kewenangan tersebut
yang melekat pada anggota DPR berlaku baik anggota berada didalam
rapat DPR ataupun diluar rapat DPR. Sehingga sepanjang seorang anggota
mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang
dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR
ataupun di luar rapat DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan.'*

Dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
hak imunitas yang diberikan kepada DPR, jika diperhatikan secara seksama

maka rincian tugas dan wewenang serta hak-hak yang diberikan belum

"“Nurul Faristin Hestifebrianty, “Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Pasal 224 Undang-Undang
No.17 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
Surabaya, 2016), 7.
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mampu dilaksanakan secara optimal. Seharusnya anggota DPR lebih bijak
dalam menerapkan dan mengaktualisasikan hak yang digunakan. Dalam
menerapkan hak imunitasnya selalu melihat dengan kacamata hukum dan
tetap berpedoman terhadap Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Skripsi yang ditulis oleh Sharon Sandi Simamora yang berjudul “Kedudukan
Presiden Dalam Memberikan Izin Tertulis Pemanggilan dan Pemeriksaan
Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Menurut Putusan
Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-XII/2014”

Penelitian tersebut, membahas tentang kalangan legislatif
menduduki peringkat pertama terpidana kasus korupsi yang di sidangkan di
pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Tercatat sebanyak 461 kasus
korupsi di sidang pengadilan tipikor pada tahun 2013 dengan potensi
kerugian negara Rp. 6,4 triliun dan 234 kasus tindak pidana korupsi tersebut
dilakukan oleh anggota dewan yang secara serta merta merusak citra
lembaga legislatif dimata masyarakat Indonesia. Dengan tidak terhindarnya
citra negatif lembaga DPR tersebut diatas maka DPR memproteksi diri dan
melakukan perlindungan dengan dalil bahwa pelaksanaan fungsi dan hak
konstitusional anggota DPR harus di imbangi dengan perlindungan hukum
yang memadai dan proporsional agar anggota DPR tidak dengan mudah di
kriminalisasi, maka DPR membuat sebuah peraturan Perundang-undangan
yang mana dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk

penyidikan oleh penegak hukum terhadap anggota dewan yang diduga
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melakukan tindak pidana korupsi harus mendapatkan persetujuan MKD
yang tertulis dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang sering disebut MD3."
Persyaratan persetujuan tertulis dari MKD dalam hal pemanggilan
dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR
bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan
pemerintahan. Hal ini dipandang tidak tepat karena MKD, meskipun disebut
“Mahkamah”, sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan
lembaga etik dan tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan

pidana.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan kegiatan

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk mengetahui kewenangan Presiden dalam pemberianizin pemeriksaan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018.

Untuk mengetahui analisis figh siyasah terhadap kewenangan Presiden

dalam pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

15" Sharon Sandi Simamora, ‘Kedudukan  Presiden Dalam  Memberikan Izin Tertulis
Pemanggilan dan Pemeriksaan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana
Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-XI1/2014” (Skripsi—Universitas Pasundan,
Bandung, 2016), 3.
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F. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas. Maka, dapat peneliti
paparkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan ilmu
pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum tata negara yang
menyangkut tentang kedudukan dan kewenangan lembaga negara khususnya
pemahaman tentang kewenangan Presiden dalam pemberian izin terhadap
anggota DPR dalam hal pemeriksaaan yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Secara praktis
Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan
bagi pembaca terkait kewenangan Presiden dalam pemberian izin
pemeriksaan terhadap anggota DPR serta juga dapat menjadi masukan yang
positif terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan
kewenangan lembaga negara, agar berjalan seiringan antara kewenangan

lembaga negara dengan cita-cita dan tujuan negara.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah-istilah
yang terdapat pada karya ilmiah dengan judul “Analisis Figh Siyasah terhadap
Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018”, maka akan
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dijelaskan istilah-istilah terkait judul dan konteks pembahasannya sebagai

berikut:

1.

Figh Siyasah :Dalam  kajian ini  peneliti menggunakan figh
siyasahdusturiyah  yaitu hubungan antara pemimpin disatu pihak dan
rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam
masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam figh siyasah dusturiyyah
biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan
yang dituntut oleh hal 7/Awa/ kenegaraan dari segi persesuaian dengan
prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta
memenuhi kebutuhannya.

Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018: Dalam
Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dinyatakan bahwa
ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat diduga melakukan tindak pidana
dan akan diperiksa harus izin Presiden terlebih dahulu sesudah mendapat
Pertimbangan dari MKD. Kewenangan Presiden meliputi kewenangan
sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan. Seorang
Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Tugas dan
kewenangan Presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan
sendiri. Oleh karena itu Presiden memerlukan orang lain untuk
membantunya. Izin pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
rawan untuk dipolitisasi dan disalahgunakan oleh eksekutif (Presiden)

berkuasa yang notabene adalah kader partai politik juga. Pemberian izin
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berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terlebih jika izin Presiden
dimaknai dan dimanfaatkan sebagai perlindungan hukum terhadap segala
tindakan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan “Analisis Figh Siyasah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam
Pemberian Izin Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 adalah analisis figh siyasah pemberian izin
pemeriksaan dari Presiden untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga
melakukan tindak pidana. Pemberian izin berpotensi menimbulkan konflik
kepentingan, terlebih jika izin Presiden dimaknai dan dimanfaatkan sebagai
perlindungan hukum terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh anggota

Dewan Perwakilan Rakyat.

. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum tertentu.'°Suatu penelitian merupakan suatu
proses dari kegiatan mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menganalisis
suatu data dalam sebuah peristiwa, yang mempunyai obyek hukum baik hukum
sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum
yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Untuk mengurai

permasalahan tentang analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan figh

16 Soejono Soekamto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Cet.III, 2007),
14.
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siyasah tentang kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
penelitian  kualitatif. = Supaya  dapat  memperoleh hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (/ibrary research) yang
meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan
menggunakan data berupa dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, dan
bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Objek
penelitiannya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR,
DPR, DPD, DPRD.
2. Datayang dikumpulkan
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan,
mengamati dan memformulasikan data primer maupun sekunder yang
bekaitan dengan rumusan masalah.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian
dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data pada
subyek sebagai informasi yang dicari."’Berupa: Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2018 dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Data Sekunder adalah data yang mampu memberikan informasi

tambahan yang dapat memperkuat data pokok.'*Berupa: buku, majalah,

Soejono Soekamto, Metode Penelitian Hukum, 14.
"®Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 8.
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koran, website dan lainnya yang berhubungan dengan kewenangan
Presiden dalam pemberian Izin pemeriksaan anggota DPR.
3. Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana
data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Sumber data primer
Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
yang mana merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas.”” Bahan-bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber data
primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Undang-Undang Dasar 1945.
b. Sumber data sekunder
Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka. sumber data
sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer.”” Dan dalam
penelitian ini jenis sumber data yang digunakan adalah literatur. Sumber
literatur adalah referensi yang digunakan untuk memperoleh data teoritis
dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya

dengan kajian pustaka dan permasalahan penelitian baik yang berasal

19 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2005), 181.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media,
2005), 91.
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dari buku-buku, jurnal, internet, hasil penelitian maupun literatur lain.

Sumber sekunder tersebut diantaranya yaitu:

1.

2.

10.

11.

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 1997.
Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum
Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam, 2006.

Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran
Kekuasaan Dalam UUD 1945, 2005.

Saldilsra, Pergeseran Fungsi Legisiasi: Menguatnya Model Legislasi
Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, 2010.

C.S.T.Kansil dan Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia,
2003.

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008.

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, 2001.

A. Djazuli, Figh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam
Rambu-Rambu Syariah, 2004.

J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran,
2014.

Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya
1983.

Mudakir Iskandar Syah, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum

Indonesia, 2008.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data secara
riil nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang
dipakai dalam penelitian ini adalah melalui penelaahan data yang
diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil
penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara
sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat
dalam suatu penelitian, satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau
tidak.

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang akan peneliti
lakukan yaitu Dokumentasi untuk menjawab persoalan yang akan peneliti
lakukan. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan
untuk menelusuri data historis.”’ Penggunaan dokumentasi ini untuk
memperoleh kevalidan data.

5. Teknik Pengolahan Data
a. Editing
Adalah proses memeriksa data yang sudah terkumpul meliputi
kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi
jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan dan sebagainya.
Peneliti mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya
dengan permasalahan penelitian baik yang berasal dari buku-buku, jurnal,

internet, hasil penelitian maupun literatur lain.

2! Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: University Press, 2001), 152.
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b. Analyzing
Adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing
dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian,
dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
keputusan.”? Dalam hal ini penulis menganalisis tentang kewenangan
presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat.
6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang
bersifat deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau
gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai  fakta-fakta, serta menjelaskan pokok-pokok yang
diteliti.Dalam hal ini yang di deskripsikan adalah hal-hal yang
berhubungan dengan Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan
Figh Siyasah Tentang Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin
Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola
pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal
yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat
khusus. Atau diartikan sebagai penalaran yang berpangkal dari suatu

peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan

22Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 195.
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berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih
khusus.” Dalam penelitian ini penulis memulai dari ketentuan umum
Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Figh Siyasah Tentang
Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeiksaan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar pembahasan dalam penelitian
ini lebih terarah sesuai dengan bidang kajian, mudah dipahami, dan lebih
sistematis dalam penyusunannya, maka peneliti membagi lima bab dalam
penulisan penelitian ini yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian hukum,
serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, Bab ini akan membahas teori-teori yang akan menjadi alat
yang akan diuji dengan menggunakan data dan instrumen peneliti. Pada bab ini
akan dibahas konsep figh siyasahdalam hukum Islam yakni pengertian figh
siyasah, Al-siyasah Al-dusturiyyah,pengertianlegislasi(al-sulthah al-
tasyri’iyyah), Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqdi, kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-

tanfidziyyah), pengertian Imam (Khalifah), hak dan kewajiban Imam.

3 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 12.
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Bab ketiga, merupakan bab yang menggambarkan atau mendeskripsikan
Hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, Kewenangan Presiden,
fungsi, tugas, dan wewenang DPR menurut hukum positif.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis figh siyasah terhadap
kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Bab kelima, Bab inimerupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi
berisi penutup dengan contents kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan
yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini.,
serta perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian

ini.



BABII

KONSEP FIQH SIYASAHDALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Figh Siyasah

Istilah figh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang
terdiri dari dua kata yakni, figh dan siyasah. Secara etimologis, figh merupakan
bentuk mashdar dari tashrifan kata fagiha/yafgahu-fighan yang berarti
pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan
dan atau tindakan (tertentu).*

Sedangkan secara terminologis, figh lebih populer didefinisikan sebagai
ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari
dalil-dalilnya yang rinci. Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci,
bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan di dalam rinciannya
secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu persatu
dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu figh
itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat
rinci, atau bahkan malah bersifat mujmal atau masih bersifat umum yang masih
memerlukan penjelasan lebih lanjut.”

Secara etimologis, siyasah dapat mengakomodasi beberapa makna. Untuk

dapat menentukan dengan tepat salah satu di antara beberapa makna tersebut,

** Majar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama,
2008), 6.
*Ibid., 7.
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perlu diperhatikan konteks kalimat yang mengikutinya. Misalkan ungkapan
siyasah al-dabbah, harus diartikan “melatih, memelihara, atau mengatur

binatang”.*

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang
dikemukakan oleh para yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siyasah

adalah sebagai berikut:”’

“Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat
kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah Saw
tidak menetapkannya dan Allah SWT juga tidak menurunkan wahyu untuk
mengaturnya”. Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar
mendefiniskan Siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan
kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin
terciptanya kebaikan bagi mereka. Lebih ringkas Ibn Manzhur mendefinisikan
siyasah yaitu mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada

kemaslahatan.

Setelah diuraikan definisi figh dan siyasah, baik secara etimologis
maupun terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi figh siyasah.
Penting dicatat, dikalangan teoritis politik Islam, ilmu figh siyasah itu sering
disinonimkan dengan ilmu siyasah syar’iyyah yang oleh Abdul Wahab Khalaf di

definisikan sebagai berikut:

**Majar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah, 9.
*"Ibid., 10.
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“Ilmu siyasah syar’iyyah (ilmu figh siyasah) adalah ilmu yang membahas
tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana
mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu

tidak ada adil khusus yang mengaturnya.

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana
dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, figh siyasah adalah ilmu tata negara
Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan
kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa
penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang
bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan
bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin
timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

dijalaninya.*®

Ditinjau dari sisi keabsahannya, siyasah juga dapat dibedakan menjadi
dua macam. Tolak ukur keabsahan itu adalah wahyu (agama). Kedua macam
siyasah yang dimaksud adalah pertama, siyasah ‘adilah (siyasah yang adil).
Kedua, siyasah zhalimah (siyasah yang zalim). Siyasah yang adil adalah siyasah
yang haq (benar), yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan
agama, apakah peraturan itu bersumber dari syariat atau bersumber dari manusia

sendiri dan lingkungannya. Siyasah yang zalim adalah siyasah yang batil, yaitu

*Majar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah, 11.
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peraturan perundang-undangan buatan manusia yang bertentangan dengan

agama.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta
dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam
kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan
siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang
adil dan yang zalim, atau antara yang benar dengan yang salah. Allah SWT
melarang menciptakan suasana demikian. Dalam al-Qur’an secara sangat tegas

dinyatakan:*

0 alas 128 5 A5 el b 0y

Artinya:

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah,
dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu, sedang kamu
mengetahui”. (QS. AL-Bagarah: 42).

. Pengertian A/-siyasah Al-dusturiyyah

Al-siyasah Al-dusturiyyah adalah bidang figh siyasah yang membahas
Undang-Undang Dasar suatu negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk
pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara.™
Al-siyasah Al-dusturiyyah adalah bagian figh siyasah yang membahas masalah

perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-

“Majar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah, 15.
*Ibid., 17.
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konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-
undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-
undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam
perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep
negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah
dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.”'
Dalam figh Al-siyasah Al-dusturiyyah biasanya dibatasi hanya membahas
pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh Aal ihwal kenegaraan
dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi
kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.?Figh al-siyasah al-
dusturiyyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang yakni sebagai berikut:**

1. Bidang siyasah tasyri’iyyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi,
perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di
dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang,
Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

2. Bidang siyasah tanfidziyyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah,
persoalan bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.

3. Bidang siyvasah qadlaiyyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah

peradilan.

*'"Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Penerbit Gaya
Media Pratama, 2007), 177.

> A. Djazuli, Figh Sivasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2004), 47.

“Ibid., 48.
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4. Bidang siyasah idariyyah, termasuk didalamnya masalah-masalah

administratif dan kepegawaian.

Sumber figh dusturi pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat
yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil
kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang
berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah
SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-
kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun
mereka mempunyai perbedaan dai dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan
pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu,
berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah
hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah figh dusturihasil ijtihad ulama
sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip figh dusturi.
Dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin  dan
terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu
bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis.
Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan
konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu
ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai

hukum yang harus di perhatikan.*

** A. Djazuli, Figh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, 54.
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C. Pengertian Legislasi (A/l-sulthah Al-tasyri’iyyah)

Al-sulthah al-tasyriiyyah digunakan untuk menunjuk salah satu
kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah
kenegaraan, di sampingkekuasaan ekskutif(a/-sulthah al-tanfiziyyah) dan
kekuasaan yudikatif(al-sulthah al-qadha'iyah). Dalam konteks ini, Kekuasaan
legislasi berarti kekuasaan ataukewenangan pemerintahlslamuntuk menetapkan
hukum yang akan diberlakukan dandilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan
ketentuanyang telah diturunkanAllah SWT dalam syariatIslam. Dengan kata lain
dalamal-sulthah al-tasyri’iyyahpemerintah melakukan tugassiyasah syariyah
untuk membentuk suatu hukum yang akandiberlakukan di dalam masyarakat
Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuaidengan ajaranlslam.Sedangkan
kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalahkekuasaan yang
terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang
dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh
lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.”

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para
mujtahid dan ahlifatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.Karena
otoritas menetapkan syariatmerupakan wewenang Allah, maka wewenang dan
tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-
sumber syari’at Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-

hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang dan peraturan yang

*Ibnu Taymiyyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah: FT Islahi al-Ra’iwa al-Ra’iyyah, (Libanon: DA r
al-Ma’rifah: 1969), 127.
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akandikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan
keduasyariatIslamtersebut.

Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan
diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana figh siyasah, istilah
al-suthah al-tasyri’iyyah digunakan  untuk  menunjukkan  salah  satu
kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah
kenegaraan. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:*

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang
akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

3. Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam

. Pengertian Ahl Al-Hall Wa Al-‘Aqdi
Ahl Al-hall Wa Al-‘aqdi secara harfiah berarti orang yang dapat
memutuskan dan mengikat. Ah/ Al-hall Wa Al-‘agdi adalah orang yang
berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan
kepada mereka. Mereka menyetujukan pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas,
konsekuen, takwa, dan adil dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka

dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.”

Menurut Al-Mawardi, Ahl Al-hall Wa Al-‘agdi harus melalui dua proses,
yakni melalui proses pemilihan oleh AA/ Al-hall Wa Al-‘aqdi dan melalui proses

penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya.Ahl/Al-hall Wa Al-‘aqdiyaitu

**Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 187.
373, Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, 66.
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orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian

mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.Ada

beberapa pengertian Ahl Al-hall Wa Al-‘agdi diantaranya sebagai berikut:*®

1. Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula
dengan istilah Ahlu al-Ikhyar.

2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan
mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama figh untuk sebutan bagi
orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyarakan hati
nurani rakyat.

3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-
masalah yang munculdengan memakai kode ijtihad. Orang yang
berpengalaman = dalam  urusan-urusan rakyat yang melaksanakan
kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.

Al-hall Wa Al-‘aqdi mempunyai kedudukan yang penting dalam
pemerintahan Islam. Antara khalifah dan A/l-hall Wa Al-‘aqdi bekerja sama
dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat.
Kedudukan Ahl Al-hall Wa Al-‘aqdi dalam pemerintahan adalah sebagai wakil
rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih Khalifah dan mengawal
Khalitah menuju kemaslahatan umat. Jadi kedudukan Ah/A/-hall Wa Al-‘aqdi

dalam pemerintahan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan

3% Faturrahman A. Hamid, Figh Politik Islam, (Jakarta: Hamzah, 2009), 108.
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wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khalifah® Tugas Ahl Al-hall Wa Al-

‘agdiyakni sebagai berikut:

1. Memilih dan membaiat pemimpin.

2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.

3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat di dalam hal-hal
yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur’an dan hadis.

4. Mengawasi jalannya pemerintahan.*

Adapun tugas Ahl Al-hall Wa Al-‘aqdi di samping punya hak pilih, menurut
Ridha juga berhak menjatuhkan Khalifahjika terdapa hal-hal yang mengharuskan
pemecatannya. Tugas Ahl Al-hall Wa Al-‘aqdi juga bermusyawarah dalam
perkara-perkara kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan
dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar
syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih
pemimpin.*'Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan
yang dilakukan oleh rakyat terhadap Pemerintah dan penguasa untuk mencegah
mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah. Wewenang AAl Al-
hall Wa Al-‘aqdi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:*

1. Ahl Al-hall Wa Al-‘agdimemberi masukan kepada pemimpin yaitu
memberikan masukan kepada pemimpin yang dilakukan oleh AA/ Al-hall Wa

Al-‘agdidan pemimpin atau pejabat yang kebijakannya berasal dari masukan

Ahl Al-hall Wa Al-‘aqdi yang mengikat.

39 Faturrahman A. Hamid, Figh Politik Islam, 109.
“Imam Amrusi Jaelani, dkk, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2013), 173.
Ay
Ibid., 173.
“Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 77.
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2. Ahl Al-hall Wa Al-‘aqdi mempunyai hak mengoreksi dan mengontrol.

3. Ahl Al-hall Wa Al-‘agditempat konsultasi Imam di dalam menentukan
kebijakannya.

4. Ahl Al-hall Wa Al-‘agdimempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat.
pada hakikatnya adalah penyambung suara rakyat secara keseluruhan yang
harus di dengar dan dipatuhi aspirasi mereka selama tidak bertentangan
dengan syari’at.

5. Ahl Al-hall Wa Al-‘agdimempunyai hak membatasi jumlah kandidat yang

akan menjadi pemimpin.

. Kekuasaan Eksekutif (A/-sulthah Al-tanfidziyyah)

Kekuasaan eksekutif dalam Islam di sebut juga denganal-sulthah al-
tanfidziyyah yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara
memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-
undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan
kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang
menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).”

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara)
dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk
sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara
dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang

tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan

“Muhammad Iqbal, Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 137.
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politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan
kemaslahatan.

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi
kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala
negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini
kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorangpun
yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok
manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih
kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai
kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang
dari mereka yang memangku jabatan itu.*Kewajiban-kewajiban yang harus
diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan
dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam
Al-qur’an dan sunnah  Rasullullah  seperti mempertahankan agama,
menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa
melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhandan melindungi hak-hak rakyat,
melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perokonomian
negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari
seorang imam adalah mempraktikan totalitas syari’ah didalam umat dan

menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah

*Ridwan HR, Figh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, (Yogjakarta: FH UII Press, 2007),
273.
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kejahatan.Disamping itu, wewenang Imam atau kepala negara yakni sebagai

berikut:*

1.

Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat
di luar wilayahnya.

Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada
masa perang maupun masa perdamaian.

Mengeluarkan perintah perang

Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki

Menghukum umat islam dan mono islam dalam wilayahnya apabila mereka
terbukti melanggar hukum

Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan
Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus

menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran

dan tujuan hukum dengan pihak musuh.

. Pengertian Imam (Khalifah)

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali

pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis

politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah

“Ridwan HR, Figh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, 273.
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merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-
undang untuk menegakkan Islam dan mengurus Negara dalam bingkai Islam.*
Pembentukan khilafah atau pemerintahan dalam pandangan juris sunni wajib
menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan
dan urusan umat baik keduniaan maupun keagamaan dan untuk memelihara
agama. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya.

Menurut Al-Bagillani tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk
menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh,
melenyapkan penindasan dan menghilangkan = keresahan  masyarakat,
memeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji
dengan baik, dan melaksanakan syariat yang dibebankan kepadanya. Singkatnya
segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan
syariat.

Al-Baghdadi sebagai telah disebut di muka berpendapat pemerintahan
bertujuan melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman
bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga
perkawinan. Pemerintahan itu, kata Rabi’, melalui penguasanya bertugas untuk
memelihara dan melaksanakan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban
yang diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tugas dan tujuan lembaga
pemerintahan dalampandangan Al-Ghazali adalah lembaga yang memiliki
kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan

rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi

'8 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 231.
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sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah Umat Islam.
Sejalan dengan persyaratan kepala pemerintahan, tugas dan tujuan utama
pemerintahan dalam pandangan Ibn Taimiyah untuk melaksanakan syariat Islam
demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir, dan batin, serta tegaknya keadilan
dan amanah dalam masyarakat."’

Pemerintahan (imamah-khalifah) adalah kepemimpinan umum bagi umat
Islam dalam urusan agama dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Nabi Saw.
Sekarang kita ikut pendapat para juris sunni mengenai fungsi keberadaan
lembaga pemerintahan dan dasar otoritas mendirikannya. Kebutuhan kepada
pembentukan imamah, kata Al-Baghdadi, secara umum telah menjadi teori sunni.
Jumhur ulama mutakallimin (kaum teologi) dan fugaha (para pakar hukum Islam)
sepakat bahwa adanya imamah itu wajib. Sebagaimana Al-Baqillani, Ibn Abi
Rabi juga tidak mengemukakan pendapatnya tentang keberadaan imamah itu
berfungsi sebagai pengganti kenabian, dan tidak pula menyebutkan alasan
pembentukannya wajib karena wahyu atau karena pertimbangan akal. Tapi dalam
uraian terdahulu tergambar, pemerintahan baginya penting dan harus ditaati oleh
umat. Karena Allah mengangkat bagi mereka seorang pemimpin untuk

melaksanakan peraturan-peraturan yang diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Yang dimaksud dengan imamah (pemerintahan atau kepemimpinan),
menurut Al-Mawardi, dijabat oleh khalifah atau pemimpin (a/-rais), atau raja (a/-
mulk), atau penguasa (al-sulthan), atau kepala negara(qaid al-daulaf), dan

kepadanya ia berikan label agama. Hal ini tampak dalam pendahuluan kitabnya

*'J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, 277.
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Al-Ahkam al-Sulthaniyyat. “Sesungguhnya Allah menjadikan bagi umat seorang
pemimpin untuk menggantikan fungsi Nabi (al-nubuwwat, kenabian) untuk
melindungi agama, dan dia mempercayakan kepadanya memegang kekuasaan
politik untuk mengelola urusan agama yang disyariatkan dan mengatur

terwujudnya kemaslahatan umum.*

G. Hak Dan Kewajiban Imam

Menurut  al-Mawardi, pengangkatan  khalifah hukumnya wajib
berdasarkan Syari’at, dan bukan berdasarkan akal. Sebab &khalifah bertugas
mengurusi urusan-urusan agama, namun bisa jadi akal tidak mengkategorikan
kepemimpinan (imamah) sebagai ibadah, kemudian tidak = mewajibkan
kepemimpinan (imamah) tersebut. Akal hanya menghendaki agar setiap orang
dapat melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan bukan
pemutusan hubungan, serta ber-tindak dengan adil dalam pelayanan dan
komunikasi. Namun syari’at menghendaki  bahwa  segala  persoalan
menyangkut kepemimpinan (imamah) harus diserahkan kepada aturan Allah
swt. Karena kepala negara (khalifah) disiapkan sebagai pengganti Nabi

untuk menjaga agama dan mengatur dunia.”

*]. Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, 244.
“Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
Dalam Syariat Islam, (Penerjemah: Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), 2.
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Kepala negara yang menurut al-Mawardi sebagai “Pengganti Rasul”,

memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara.

Kewajiban-kewajiban itu menurut al-Mawardi meliputi:®

1.

Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang
establish, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid’ah,atau orang
sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah
kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai
dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agaragama tetap terlindungi dari
segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.
Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan
perseteruan antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar
secara merata, kemudian orang kuat tidak sewenang-wenang, dan orang
yang teraniaya (lemah) tidak merasa lemah.

Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat
leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat manapun dengan aman dari
gangguan terhadap jiwa dan harta.

Menegakkan supremasi hukum (hudiid) untuk melindungi larangan-
larangan Allah swt dari upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan
tersebut, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan
perusakan terhadapnya.

Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan

kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan

Imam Al-Mawardi, A/-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
Dalam Syariat Islam, (Penerjemah: Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), 24.



10.

42

tempat  untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau
menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang
Muslim.

Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia dakwahi
hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin
(ahl dzimmah), agar hak Allah terralisir yaitu kemenangan-Nya atas seluruh
agama.

Mengambil fai (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran)
dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari’at secara tekstual atau
jihad tanpa rasa takut dan paksa.

Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas
negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada
waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.

Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan
orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-
tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang
oleh orang-orang yang jujur.

Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan,
agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama. Tugas
tersebut tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk
istirahat atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang

lain, sungguh ia berkhianat kepada umat, dan menipu penasihat.
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Menurut al-Mawardi, apabila kepala negara atau khalifah telah
menunaikan hak umat atau kewajibannya sebagai kepala negara, maka secara
otomatis ia telah menunaikan hak Allah. Maka dengan sendirinya pula ia (kepala

negara) mempunyai hak atas ummat.”'

Apabila kaum Muslimin telah menyetujui seseorang sebagai kepala
negara untuk mengurus  diri, agama, dan keduniaan mereka serta
melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT dan umat, maka
seorang kepala negara mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan
peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya. Hak-hak ini meliputi
ketaatan kepada kepala negara dalam hal-hal yang baik, mencukupi diri dan
keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Hak-hak ini menurut

akal suatu keharusan dan oleh agama lebih dipertegas lagi.

Al-Maududi menegaskan bahwa hak negara dari rakyatnya yang
menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata lain, perintah
negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus ditaati dalam
situasi  dan  kondisi yang bagaimanapun, kecuali tentunya jika akan
menimbulkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Hal ini kemudian ditegaskan oleh
Al-Mawardi, bahwa apabila seorang kepala negara telah menunaikan hak-hak
umat (yang tercakup dalam sepuluh kewajiban kepala negara). Maka, dengan
sendirinya seorang kepala negara mempunyai dua hak atas umat. Pertama, taat

kepadanya. Kedua, menolongnya, selagi kepala negara itu tidak menyimpang dari

*'Imam Al-Mawardi, A/-Ahkam Al-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
Dalam Syariat Islam, 25.
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hal-hal yang telah ditentukan.”Ibnu Taymiyah memberikan gambaran tugas
dan fungsi seorang Imam dengan mendasarkan pada al-Qur’an surat An-Nisa’

ayat 58 yakni sebagai berikut:

.u & P ))E & .ﬁ;
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Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dari pemahaman ayat di atas, bahwasanya seorang pemimpin agar
senantiasa mereka menunaikan amanat kepada yang berhak, dan bila mereka
menjatuhkan suatu hukum agar berlaku adil. Menurut pendapat Ibnu Taymiyah
tugas pemerintah adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan

mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin terjadi.”

2 Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam
Syariat Islam, 26.

> Munawir Sjadzali, /slam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul
Perss, 1993), 83.



BAB III

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN IZIN PEMERIKSAAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018

A. Hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara
lembaga-lembaga negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif,
dan yudikatif.**Usep Ranawijaya menegaskan, sistem pemerintahan merupakan
sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif.’Hubungan kewenangan antara
Presiden dengan DPR dalam sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dan
pelaksanaannya perlu dipahami terlebih dahulu makna kewenangan, hubungan
kewenangan dan jenis hubungan kewenangan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kewenangan adalah kekuasaan
membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang
lain.Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang
berasal dari atau kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu kekuasaan
eksekutif dan kekuasaan legislatif. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan
yang diberikan dana didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan

kewenangan akan melahirkan beberapa wewenang. Hubungan kewenangan dalam

*Moh.Mahfud M.D, Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),
74.

»Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983), 72.
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hal ini adalah hubungan kewenangan Presiden dengan DPR dalam rangka
pembentukan sebuah Undang-Undang baik yang berasal dari DPR maupun yang
berasal dari Presiden (pemerintah).*

Dalam perspektif hubungan antara parlemen dan pemerintah di masa
depan berkembang pemikiran untuk lebih mengutamakan pendekatan checks and
balances yang mementingkan pengawasan daripada pendekatan separation of
power yang lebih mementingkan tugas-tugas /legis/ative. Kekuasaan untuk
membuat undang-undang itu sendiri cenderung berkembang menjadi teknis
sifatnya, sedangkan fungsi pengawasan dan pengendalian yang lebih bersifat
politis cenderung dianggap makin penting dalamupaya membangun citra
parlemen yang efektif untuk menggambarkan kesederajatannya dengan pihak
pemerintah.’’

Dalam ilmu hukum tatanegara, dikenal adanya prinsip freis ermessenatau
kebebasan bagi pemerintah untuk memiliki ruang gerak yang leluasa dalam
usahanya mencapai tujuan pemerintah. Prinsip inilah yang selama ini dipakai
untuk memberikan justifikasi kepada Presiden dalam membuat keputusan-
keputusan yang bersifat mandiri, terlepas dari perintah Undang-Undang. Atas
dasar jalan pikiran ini, wewenang Pemerintah untuk menetapkan policy rules
dibuat leluasa untuk mengatur segala sesuatu yang belum ditentukan dalam

undang-undang. Akibat samping dari adanya wewenang demikian ini adalah

Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya, 74.
*TJimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
188.
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bahwa proses pemerintahan secara mudah dapat dilakukan dengan keputusan-
keputusan Presiden saja.™®

Kedudukan Presiden bukan lagi sebagai pemegang kekuasaan
pembentukan Udang-Undang, tetapi Presiden selain sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi eksekutif, masih mempunyai fungsi legislasi artinya masih
berhak mengajukan rancangan undang-undang atas inisiatif persiden. Pasal 20
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan pertama menyatakan: DPR
memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Semula tugas dan fungsi
DPR berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (asli) tugasnya dalam
pembentukan Undang-Undang hanyalah sekitar fungsi = persetujuan  saja
menyetujui atau tidak menyetujui pembentukan Undang-Undang, maka
setelah perubahan UUD 1945 DPR-lah yang memegang kekuasaan
membentuk Undang-Undang (/egislative heavy).’DPR begitu dominan dan
memiliki kecenderungan  untuk memperbesar kewenangannya. Bahkan,
perkembangan terkini, proses pengisian semua lembaga negara independen
tidak ada yang tidak bersentuhan dengan DPR.

Implikasi terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR
yang berdampak sangat prinsipal. Dapat dikatakan bahwa semangat yang
terkandung di dalam perubahan itu adalah untuk memastikan dianutnya prinsip
pemisahan yang tegas antara kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam hubungan

antara parlemen dan pemerintah. Dalam rumusan Pasal 20 ayat 2 memang

*Jimly Asshiddigie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
191.

**Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-
Undang Dasar 1945, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1978), 62.



48

ditegaskan bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan bersama

antara Presiden dan DPR. Akan tetapi, persetujuan itu haruslah dilakukan

melalui proses proses persidangan. Dengan terjadinya pergeseran tersebut,
pemisahan fungsi legislative, eksekutif, dan yudikatif makin tegas dipisahkan
satu dengan yang lain. Hal ini hendaknya disadari oleh semua pihak, dan bersiap-
siap untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk melaksanakannya
dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa rumusan-
rumusan pasal UUD kita tidak berhenti menjadi kalimat-kalimat yang mati.”

Hubungan Presiden dan DPR yang paling penting dalam UUD 1945
adalah sebagai berikut:*'

1. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR.

2. Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik terbukti melakukan pelanggaran
hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.

3. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

4. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian

dan perjanjian dengan negara lain.

%Jimly Asshiddiqgie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
(Yogjakarta: FH UII Press, 2005), 190.
'Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.
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B. Kewenangan Presiden

Dalam sistem yang dianut oleh UUD 1945, Presiden Republik Indonesia
mempunyai kedudukan sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala
Pemerintahan. Memang ada kedudukan lain yang juga disebut dalam UUD 1945,
yaitu dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa “Presiden memegang kekuasaan
yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”.
Kewenangan-kewenangan yang ditetapkan dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15
Undang-Undang Dasar 1945 biasanya dikaitkan dengan kedudukan Presiden
sebagai Kepala Negara. Pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam pasal 12 dan
Pasal 15 mempersyaratkan adanya Undang-Undang mengenai hal itu terlebih
dahulu.®®

Presiden kita sekarang sudah berubah menjadi pelaksana belaka
(eksekutif) terhadap segala keputusan legislatif dalam bentuk Undang-Undang
yang ditetapkan DPR, dan demikian juga segala keputusan legislatif MPR
sebagai lembaga tertinggi negara, baik dalam bentuk Undang-Undang Dasar,
Perubahan Undang-Undang Dasar, maupun dalam bentuk Ketetapan MPR.
Karakteristik Presiden sebagai pejabat eksekutif itu tentu haruslah berubah dari
keadaan sebelumnya dimana Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif juga
memegang kekuasaan legislatif dalam membentuk Undang-Undang. Sejak
berlakunya perubahan pertama dan kedua UUD 1945 tersebut, otomatis Presiden
tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan umum yang

berisikan materi pegaturan mengenai hak dan kewajiban warganegara.

%2Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
(Yogjakarta: FH UII Press, 2005), 105.
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Kalaupun Presiden memerlukan untuk membuat dan menetapkan
peraturan-peraturan untuk melaksanakan UU tersebut, maka kewenangannya
untuk mengatur itu haruslah bersumber dari kewenangan yang lebih tinggi yang
berada di tangan MPR dan DPR. Oleh karena itu, dimasa mendatang tidak boleh
lagi ditetapkan adanya keputusan-keputusan Presiden yang bersifat mandiri
dengan fungsi untuk mengatur seperti dipahami selama ini. Adanya prinsip
freijsermessen (kebebasan bertindak) yang memungkinkan Presiden dapat
memiliki ruang gerak yang leluasa untuk mengadakan peraturan-peraturan
kebijakan atau policy rules dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan
tugas-tugas pembangunan schari-hari.*

Jika presiden melanggar peraturan yang ditetapkannya sendiri berarti
presiden telah melanggar sumpah jabatannya sendiri. Jika presiden melanggar
sumpahnya sendiri, berarti Presiden telah melanggar jiwa dan semangat yang
terkandung dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang
merupakan salah satu butir materi haluan penyelenggaraan negara yang
ditentukan dalam konstitusi. Jika Presiden melanggar salah satu segi saja dari
materi konstitusi, maka hal itu sudah cukup untuk menjadi alasan bagi DPR
untuk menuntut pertanggungjawaban konstitusional di hadapan persidangan
majelis yang khusus diadakan untuk itu. Persidangan demikian inilah yang lazim
dikenal dengan sebutan sidang Istimewa atau disebut dengan persidangan

istimewa sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945.%

%Jimly Asshiddiqgie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
108.
“Ibid., 110.
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Dalam Pasal 245 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
MD3 bahwa persetujuan tertulis dari Presiden tidak berlaku terhadap anggota
DPR yang (1) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (2) Disangka
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan
dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; dan (3) Disangka
melakukan tindak pidana khusus. Pasal 245 ayat 2 Undang-UndangNomor 2
Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terkait izin Presiden dalam
pemanggilan dan permintaan keterangan dalam tahap penyidikan terhadap
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan
dengan pelaksanaan tugas anggota DPR bertentangan dengan UUD 1945 yakni
Pasal 24 ayat 1, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 281 ayat 2.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, penyidik hanya dapat melakukan
pemanggilan dan permintaan keterangan dalam tahap penyidikan terhadap
anggota DPR, jika ada persetujuan atau izin tertulis Presiden. Ketentuan pasal
tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk restrictions (pembatasan-
pembatasan) yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana pengaturan pasal 245
ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
tersebut dan berpotensi menimbulkan pengaruh yang buruk atau tidak tepat dan
gangguan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemerdekaan aparat
penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang

bulu.
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Beberapa kewenangan presiden yang biasa dirumuskan dalam Undang-

Undang Dasar berbagai negara, mencakup lingkup kewenangan sebagai

berikut:®

1.

Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan
berdasarkan undang-undang dasar (fo govern based on the constitution).
Bahkan dalam sistem yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan
peraturan  perundang-undangan yang Dberlaku. Dengan demikian
kecenderungan yang biasa terjadi dengan apa yang disebut dengan
‘discretionary power’, dibatasi sesempit mungkin wilayahnya.

Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum
atau publik (fo regulate public aftairs based on the law and the constitution).
Dalam sistem pemisahan kekuasaan, kewenangan untuk mengatur ini
dianggap ada di tangan lembaga perwakilan, bukan di tangan eksekutif. Jika
lembaga eksekutif merasa perlu mengatur, maka kewenangan mengatur
ditangan eksekutif itu bersifat derivatif dari kewenangan legislatif. Artinya,
Presiden tidak boleh menetapkan sesuatu, misalnya keputusan Presiden tidak
boleh lagi bersifat mengatur secara mandiri seperti dipahami selama ini.
Kewenangan yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan keadilan yang
terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman,
memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang tekait erat

dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai

%Jimly Asshiddiqgie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,

75.
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kepala negara, ini biasanya mudah dipahami karena adanya peran simbolik
yang berada di tangan kepala negara. Tetapi dalam sistem presidentil,
kewenangan untuk memberikan grasi, abolisi, amnesti itu ditenttukan berada
di tangan presiden.

4. Kewenangan yang bersifat diplomatik yaitu menjalankan perhubungan
dengan negara lain atau subjek hukum internasioanl lainnya dalam konteks
hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang maupun damai. Presiden
adalah pucuk pimpinan negara, dan karena itu dialah yang menjadi simbol
kedaulatan politik suatu negara dalam berhadapan dengan negara lain.
Dengan persetujuan parlemen, dia jugalah yang memiliki kewenangan politik
untuk menyatakan perang dan berdamai dengan negara lain.

5. Kewenangan vyang bersifat administratif untuk mengangkat dan
memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-
jabatan administrasi negara. Karena presiden juga merupakan kepala
eksekutif maka sudah semestinya dia berhak untuk mengangkat dan
memberhentikan orang dalam jabatan pemerintahan atau jabatan

administrasi negara.

Kelima jenis kewenangan tersebut di atas sangat luas cakupannya, sehingga
perlu diatur dan ditentukan batas-batasnya dalam UUD ataupun Undang-
Undang. Oleh karena itu, biasanya ditentukan Penyelenggaraan pemerintahan

oleh presiden haruslah didasarkan atas undang-undang dasar.®® Dalam sistem

%Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
75.
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pemisahan kekuasaan dan checks and balances, kewenangan regulatif bersifat
derivatif dari kewenangan legislatif yang dimiliki oleh parlemen. Karena itu,
pemerintah dianggap hanya dapat menetapkan sesuatu peraturan untuk
kepentingan umum, jika undang-undang atau produk hukum yang ditetapkan
oleh parlemen memerintahkan hal itu. Satu-satunya alasan yang dapat
memberikan pembenaran kepada lembaga pemerintah untuk menetapkan sesuatu
aturan hanyalah apabila peraturan itu dibutuhkan untuk mengatur kepentingan
internal organisasi pemerintah yang bersangkutan, atau keperluan mengatur
pelaksanaan kebijakan pemerintah (policy rules, belieds regels) dalam rangka
melaksanakan amanat undang-undang.®’

Dalam hal demikian, maka atas dasar prinsip “ffeis-ermessen’, pemerintah
dapat menetapkan peraturan yang bersifat mengatur (regels). Artinya, di luar
pembatasan demikian, pemerintah atau aparat pemerintah tidak boleh mengatur
kepentingan umum, kecuali jika hal itu dituangkan dalam bentuk undang-undang
yang melibatkan peran parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer,
jabatan kepala pemerintahan biasanya dibedakan dan bahkan dipisahkan dari
kepala pemerintahan. Kepala negara biasanya dianggap berwenang pula
memberikan grasi, abolisi, dan amnesti untuk kepentingan memulihkan keadilan
terhadap dampak penderitaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan
terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara hukum dalam proses

peradilan sebelumnya.

%7Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
77.
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Namun, dalam sistem presidentil yang tidak membedakan antara kedua jenis
jabatan tersebut, kewenangan tersebut dianggap ada pada presiden yang
merupakan kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hanya saja untuk
membatasi penggunaan kewenangan ini, maka sebelum presiden menentukan
akan memberikan grasi, abolisi, atau amnesti itu, Presiden terlebih dulu
diharuskan mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung ataupun Dewan
Perwakilan Rakyat. Dalam konteks hubungan diplomatik antara satu negara
dengan negara lain ataupun subjek hukum internasional lainnya, puncak jabatan
yang bertindak sebagai wakil negara adalah Presiden. Untuk membatasi jangan
sampai Presiden mengadakan perjanjian dengan negara merugikan kepentingan
rakyat, misalnya berdampak terhadap beban atau mengaitkan seluruh rakyat
dengan tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban yang bersifat mengurangi hak-
hak rakyat, maka setiap perjanjian internasional yang dibuat haruslah terlebih

dulu mendapatkan persetujuan lembaga perwakilan rakyat (parlemen).”®

. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai
lembaga negara tentunya memiliki fungsi. Fungsi tersebut dibagi menjadi tiga,
yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi

tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk

% Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
78.
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mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.®

Menurut Miriam Budiarjo di antara fungsi lembaga legislatif yang paling
penting adalah Pertama, menentukan kebijakan (policy) dan membuat
Undang-Undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk
mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh
pemerintah, terutama di bidang budget atau anggaran. Kedua, mengontrol
lembaga cksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan lembaga eksekutif
sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan
tugas ini, lembaga perwakilan rakyat diberi hak-hak control khusus.”

Dalam tata tertib DPR-RI,sejak dulu sebenarnya sudah disebutkan bahwa
tugas pokok DPR adalah tugas legislatif dan tugas pengawasan. Bahkan, fungsi
legislatif DPR terus menerus disoroti oleh para ahli sebagai indikator berperan
tidaknya DPR dari waktu ke waktu. Namun, praktek penggunaan hak inisiatif
DPR untuk mengajukan RUU tetap tidak banyak digunakan. Sekarang, setelah
makin dipertegasnya peralihan kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR, maka
implikasinya terhadap dukungan-dukungan teknis yang dibutuhkan oleh DPR
perlu benar-benar diperhitungkan. DPR-RI tidak dapat lagi bekerja menurut cara-
cara yang selama ini dipraktekkan. DPR perlu dilengkapi dengan aparatur teknis,

tidak saja dalam bentuk staf ahli atau tim-tim ahli yang diperbantukan secara ad-

% Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
" Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Illmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 322.
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hoc, tetapi apabila perlu dukungan-dukungan teknis yang lebih terlembagakan,
termasuk dukungan anggaran yang perlu ditingkatkan.

Dengan adanya pergeseran fungsi DPR yang secara tegas ditentukan
sebagai lembaga legislatif, maka dimulailah era penerapan prinsip pemisahan
kekuasaan yang tegas dalam sistem UUD kita. Implikasi dianutnya sistem
pemisahan kekuasaan (separation of power) secara tegas tersebut dengan
sendirinya mempengaruhi posisi dan keberadaan lembaga-lembaga yang
menyandang fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yaitu DPR,
Presiden/Pemerintah, dan Mahkamah Agung serta hubungan interaksi di antara
ketiga lembaga ini.”

Keberadaan lembaga legislatif sangat penting sebagai representasi
dari kedaulatan rakyat. Lembaga legislative juga yang mempunyai kemampuan
untuk mengartikulasi kepentingan rakyat dalam bentuk undang-undang.
Legislatif tidak memiliki kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan
eksekutif. Tugasnya adalah mendesain mekanisme pemerintah serta prinsip-
prinsip dasar untuk dijalankan pemerintah.

Legislatif merupakan lembaga untuk membuat undang-undang. Menurut
Miriam Budiardjo, badan /egis/ative adalah lembaga yang membuat Undang-
Undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. Sesuai dengan Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD, maka /Jegis/ativedianggap sebagai representasi

dari rakyat yang merumuskan keinginan rakyat melalui penentuan kebijakan-

"Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,
200.
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kebijakan umum. Dalam konsep inilah sebetulnya kita dapatkan bentuk konkret

dari idealisme bahwa di dalam negara, rakyatlah yang berdaulat sepenuhnya.

Dalam negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan

kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat harus dianggap sebagai badan

yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang, badan
inilah yang disebut legislatif.”

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang berwenang untuk membuat
Undang-Undang, kekuasaan lain harus tunduk kepada kekuasaan ini. Kekuasaan
meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan Undang-Undang. Kata
Montesquieu kekuasaan membuat Undang-Undang harus terletak pada badan
perwakilan rakyat.”

DPR mempunyai wewenang yang diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 Pasal 71 bahwa:™
1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat

persetujuan bersama;

2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persutujuan kepada
pemerintah pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh presiden untuk
menjadi Undang-Undang;

3. Membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden atau

DPR;

2

" C.S.TKansil dan Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Bumi

Aksara, 2003), 10.

B TIrfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah,
(Bandung: Pustaka Utama, 2005), 138.

™ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD mengenai
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya,
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah,;

Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan
memberikan persetujuan atas rancangan Undang-Undang tentang APBN
yang diajukan oleh Presiden;

Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh
DPD atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama;

Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan
membuat perdamaian dengan Negara lain;

Memberikan persetujuan atas perjanjian Internasional tertentu yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan Undang-Undang;

Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan

abolisi;
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10. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta
besar dan menerima penempatan duta besar Negara lain;”

11. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

12. Memberikan persutujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

13. Memberikan persetujuan calon Hakim agung yang diusulkan oleh Komisi
Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim agung oleh Presiden; dan

14. Memilih 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi dan mengajukannya kepada

Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2Tahun 2018
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD semata-mata untuk menjaga check and
balances antara lembaga eksekutif dan legislatif. DPR mempunyai tugas yang
diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD yakni sebagai berikut: "

1. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi
nasional;

2.  Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;

3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

7 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
76 Pasal 72 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan
keuangan pusat dan daerah;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan
kebijakan Pemerintah;

Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang
menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;

Menyerap, menghimpun, menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
dan

Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.



BAB IV

ANALISIS FIQH STYASAHTERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN
DALAM PEMBERIAN IZIN PEMERIKSAAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2018

. Analisis Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

Presiden selain memegang kekuasaan Eksekutif (executive power), juga
memegang kekuasaan legislatif (/egis/aive power) dan kekuasaan yudikatif
(Judicative power). Wewenang dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia
dibagi dua jenis yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala
pemerintahan.”’Dalam Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau biasa disebut dengan MD3 terkait
tentang penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengganti izin MKD
dengan izin Presiden menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli
hukum.

Prosedur penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) yang diduga melakukan tindak pidana adalah dalam rangka
melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara

agar diperlakukan secara hati-hati, cermat, tidak sembrono dan tidak

"Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press,
2005), 66.
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sewenang-wenang.Pejabat  Negara dan  Lembaga  Negaramerupakan
personifikasi dari sebuah Negara.™

Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat). Di dalamnya
terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum
dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan
menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya
jaminan-jaminan hak asasi dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-
jaminan hak asasi dalam Undang-Undang, adanya prinsip peradilan yang
bebas dan tidakmemihak yang menjamin persamaan setiap warga negara
dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap
penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.”

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang notabene adalah
personifikasi dari sebuah negara maka mendapat perlakuan khusus bila
tersangkut masalah hukum. Padahal, jabatan dan kedudukan anggota DPR
sendiri terlepas dari subyeknya sebagai warga negara yang harus taat
hukum. Berbeda bila ketika dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang
berkaitan dengan jabatan yang diembannya sebagai anggota DPR. Akan
tetapi, bila ditinjau dan diulas dari proses peradilan di beberapa negara lain
tidak menunjukkan adanya perlakuan khusus bagi pejabat negara maupun
anggota DPR diantaranya negara Perancis dan Thailand.

Mengenai  konsekuensi dari tugas pejabat negara dalam

penyelenggaraan negara mendeskripsikan bahwa diberbagai negara tidak

78Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 68.
7971
Ibid., 69.
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memberlakukan izin Presiden untuk pejabat negara yang melakukan tindak
pidana. Proses penyidikan terhadap pejabat negara tidak perlu izin Presiden,
namun mengatur mengenai proses peradilan khusus bagi pejabat negara, seperti
negara Perancis dan Thailand yang memasukkan forum previlegiatum ke dalam
UUD-nya. Peradilan khusus bagi pejabat negara sebagai ranah penting untuk
menjaga harkat dan martabatnya. Peradilan khusus memberikan jaminan bagi
pejabat negara untuk ditetapkan statusnya apakah memenuhi unsur perbuatan
pidana atau tidak. Konstitusi negara Thailand menjelaskan bahwa dalam hal
pejabat negara melakukan tindak pidana sudah terdapat pengadilan khusus yang
berada di bawahMahkamah Agung yang bersifat final, sehingga tidak
membutuhkan izin Presiden maupun izin dari anggota Dewan Perwakilan
Rakyat.*

Izin mempunyai kekuatan khusus bagi penyidik untuk melakukan
penyidikan. Situasi dan kondisi tertentu, izin harus diberikan dengan cepat
untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat bahkan mengacaukan
proses penyidikan. Unsur-unsur izin terbagi atas izin tertulis dan izin tidak
tertulis/lisan yang diberikan oleh pemerintah maupun pejabat negara yang
mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin. Izin pemeriksaan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rawan untuk dipolitisasi dan disalahgunakan
oleh eksekutif (Presiden) berkuasa yang notabene adalah kader partai politik
juga. Izin terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak non-

pemerintah akan lebih cepat dikeluarkan mengingat sebagai lawan politik,

YJimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 69.
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sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai yang sama dari

Presiden akan lama dikeluarkan izinnya. Pemberian izin berpotensi

menimbulkan konflik kepentingan, terlebih jika izin Presiden dimaknai dan

dimanfaatkan sebagai perlindungan hukum terhadap segala tindakan yang
dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)."

Izin terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana
harus melalui Presiden tentu melanggar prinsip persamaan dihadapan hukum
dan menciptakan diskriminasi hukum bagi warga negara biasa. Izin dari
Presiden terhadap anggota DPR bertentangan dengan asas equality before the
law yang mengedepankan kedudukan setara bagi setiap orang dihadapan hukum.
Ada beberapa alasannya, yakni sebagai berikut:

1. Izin Presiden berpotensi menghambat proses hukum, karena harus menunggu
keluarnya izin pemeriksaan dan bisa saja izin yang diminta tidak mendapat
tanggapan apakah disetujui atau ditolak sehingga menimbulkan
ketidakjelasan bagi penyidik.

2. Dampak dari terhambatnya penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan
Rakyat akan mempengaruhi proses penyidikan terhadap tersangka lain
yang melibatkan pejabat negara maupun anggota Dewan perwakilan
Rakyat;

3. Jangka waktu keluarnya izin Presiden cukup lama, rentan untuk

dipergunakan tersangka yang tidak ditahan wuntuk melarikan diri,

81Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press,
2005), 71.



66

menghilangkan atau merusak barang bukti, bahkan bisa sampai mengulangi
tindak pidana dan menghilangkan jejak-jejak kejahatan yang dilakukannya
4. Prosedur perizinan dari Presiden rentan disalahgunakan untuk hal-hal
tertentu, seperti halnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene
adalah dari partai yang sama dengan Presiden, maka izinnya akan lama untuk
dikeluarkan, sedangkan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat non-

partai dari Presiden maka izinnya akan sangat cepat dikeluarkan.

Presiden harus konsisten untuk menegakkan dan mereformasi hukum guna
mencapai supremasi hukum, sehingga diperlukan komitmen untuk mempercepat
proses penegakan hukum baik bagi anggota DPR maupun bagi pejabat negara
lainnya. Kerancuan antara posisi Presiden sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan adalah apabila posisi Presiden sebagai kepala negara hak Presiden
untuk memberikan izin penyidikan menjadi rancu karena Presiden sebagai kepala
negara posisinya memiliki hak prerogatif yang tidak bisa di intervensi dan
tidak mempunyai kontrol dari lembaga lain. Hak prerogatif Presiden sebagai
kepala negara pun sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemberian izin penyidikan dari
Presiden untuk anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana menjadi hak
baru sebagai kepala negara.

Sedangkan ketika Presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan
dengan menunjukkan mekanisme checks and balancesantara eksekutif dan

legislatif dalam pemerintahan. Posisi Penyidik Kepolisian Negara Republik
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Indonesia yang berada di bawah Presiden bisa menjadi intervensi karena Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dipilih dan diangkat langsung oleh
Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga penyidik kepolisian
berpotensi diintervensi oleh Presiden.

Pengertian  asas  equalityberarti  persamaan  hak. Jika asas
equalitydikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang
berhadapan di sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya.*Dengan
kata lain sama hak dan kedudukan di hadapan hukum. Lawan dari asas
persamaan hak dan kedudukandi depan pengadilan atau di depan hukum adalah
diskriminasi. Membedakan hak dan kedudukan orang di depan sidang

pengadilan.”

Tindakan dan perlakuan yang dapat terhindar dari tindakan

diskiminatif dalam praktek peradilan, mengacu dan berpedoman pada beberapa

patokan. Diantaranya terdapat tiga patokan yang paling fundamentumyakni

sebagai berikut:

1. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan
pengadilan atau equal before the law.

2. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau equal protection on the law.

3. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau equal justice

under the lawatau equal treatment under the law.

Ketiga patokan inilah acuan pedoman menerapkan persamaan hak dan

kedudukan dalam proses peradilan. Serta sekaligus ketiga patokan itulah makna

%2 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2001), 85.
“Ibid., 85.
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yang terkandung dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
kalimat yang berbunyi: “tidak membedakan orang” di muka pengadilan.
Tempatkan para pihak yang berperkara dalam persamaan hak dan derajat dalam
setiap tingkat pemeriksaan. Berikan kepada mereka hak perlindungan hukum
yang sama selama proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Layani mereka dengan hak perlakuan yang sama menurut hukum sejak
mulai sampai akhir proses pemeriksaan. Ketiga patokan acuan asas persamaan
hak ini, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah. Tidak bisa diterapkan
secara parsial. Menerapkan secara parsial akan mewujudkan penerapan hak

persamaan yang pincang.*

Ketiga patokan acuan pedoman asas persamaan hak dan kedudukan, tidak
bisa dipisahkan dan tidak bisa saling berdiri sendiri. Ketiganya merupakan
rangkaian fundamentum yang harus diterapkan secara utuh dalam suatu kesatuan
yang tak terpisahkan. Menolak dan menyingkirkan salah satu akan patokan akan
langsung merusak keseimbangan asas the rule of law. Bukankah tuntutan asas the
rule of lawtiada lain daripada cita-cita tujuan penegakan hukum dan keadilan
tidak boleh menyimpang dari hukum. Jika derajat, perlindungan dan perlakuan
penegakan hukum sendiri tidak menurut hukum, dengan sendirinya dalam
penegakan hukum dan keadilan tersebut menyimpang dan bertentangan dengan

hukum.®

% M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,86.
85ry
Ibid., 87.
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Sebagai negara hukum, maka rule of lawharus benar-benar ditegakkan
dan dijunjung tinggi mengatasi segala lambang kekuasaan dengan seperangkat
birokrasi. Tanpa keadilan hukum dapat terjadi bahwa ketertiban, kepastian dan

keabsahan hukum itu disalahgunakan untuk mendukung ketidakadilan hukum.

. Analisis Figh SiyasahiTerhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin
Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas dasar hukum
tidak mendasarkan atas kekuasaan belaka, yakni segala kewenangan dan tindakan
pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain harus dilandasi oleh hukum
dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.*

Islam adalah agama yang senantiasa mementingkan kemaslahatan dan
kebahagiaan bagi segenap manusia, baik dalam tujuan hidup didunia terlebih di
akhirat kelak. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat.
Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam
semesta. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan
kebangsaan, warna kulit dan agamanya.*’

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali
pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis
politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah
merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-

undang untuk menegakkan Islam dan mengurus Negara dalam bingkai

% C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 177.
% Muhammad Iqbal, Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 231.
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Islam. Dalam halini Ibnu Taymiyah memberikan gambaran tugas dan fungsi

seorang Imam dengan mendasarkan pada al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 58:

A o T Jaally TS of L A g Gl ) el 3 of ssal b o
ot Mg O™ 2l 0] ¥ sy oS Uos

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya  Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat”. (Q.S. An-Nisa’:58)

Dari pemahaman ayat di atas, bahwasanya seorang pemimpin agar
senantiasa mereka menunaikan amanat kepada yang berhak, dan bila mereka
menjatuhkan suatu hukum agar berlaku adil, bagi rakyat diwajibkan untuk
mentaati pemimpin yang bertindak adil, kecuali pemimpin itu memerintahkan
kemaksiatan. Oleh karena itu, menurut pendapat Ibnu Taymiyah tugas
pemerintah adalah menjamin tegaknya hukum Allah dan mengamankannya dari

ketimpangan yang mungkin terjadi.

Dalam sistem pemerintahan Islam, seorang pemimpin
pemerintahan/negara disebut dengan istilah khalifah, sulthan, imam. Kepala
atau pemimpin negara dalam Islam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk
mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama.

Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran
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shalat berjama’ah.*Imam yang dipilih untuk memimpin shalat jama’ah adalah
orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fasaha maupun
ketagwaan dari yang lainnya. Dalam shalat, seorang imam berdiri memimpin
hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini mengandung maksud
agar makmum dapat mengetahui gerak-gerik Imam. Seandainya Imam keliru
dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa

mengganggu dan merusak shalat itu sendiri.”

Pemerintah Islam dapat mengubah kebijaksanaan atau undang-undang
sebelumnya, bila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan
masyarakat. Kebijaksanaan Pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi
rakyatnya. Sebab kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka
keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak
boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat.
Karena itu, Kebijaksanaan Pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum,
bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri.”” Kewajiban utama dari
seorang Imam adalah mempraktikkan totalitas syari’ah di dalam umat dan
menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah

kejahatan.

Kewenanganseorang Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan
sekaligus sebagai kepala negara. Dua kewenangan sebagai kepala negara dan

kepala pemerintahan inilah yang saat ini disandang Presiden Republik

% Muhammad Iqbal, Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 231.
¥Ibid., 207.
*Ibid., 16.
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Indonesia. Dalam sistem presidensil, tidak dibedakan apakah Presiden adalah
sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan. Akan tetapi, yang ada
hanya Presiden dan wakil Presiden saja dengan segala hak dan kewajibannya

atau tugas dan kewenangannya masing-masing.”’

Dalam hal kewenangan Presiden secara konstitusional baik sebagai
kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara diatur dalam UU 1945. Sebagai
Kepala Pemerintahan terumus dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 194 dan
sebagai kepala negara yang bertindak untuk dan atas nama negara ditentukan
dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD 1945.
Dua kewenangan tersebut ada pada satu tangan dan tunggal, yaitu di tangan

Presiden Republik Indonesia.

Kepala negara yang menurut Al-Mawardi sebagai “Pengganti Rasul”,
memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara.

Kewajiban-kewajiban itu menurut al-Mawardi®* meliputi:

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang
establish, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid’ah, atau orang
sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah
kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai
dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi

dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.

' Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang
(Perpu), (Malang, UMM Press, 2003), 41.

“Imam Al-Mawardi, A/-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
Dalam Syariat Islam, (Penerjemah: Fadli Bahri), 24.



73

Menerapkanhukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan
perseteruan antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara
merata, kemudian orang kuat tidak sewenang-wenang, dan orang yang
teraniaya (lemah) tidak merasa lemah.

Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat
leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat manapun dengan aman dari
gangguan terhadap jiwa dan harta.

Menegakkan supremasi hukum (hudid) untuk melindungi larangan-
larangan ~ Allah swt dari upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan
tersebut, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan
perusakan terhadapnya.

Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan
kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan
tempat  untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau
menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang
Muslim.

Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia dakwahi
hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum Muslimin
(ahl dzimmah), agar hak Allah teralisir yaitu kemenangan-Nya atas seluruh
agama.

Mengambil fai (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran)
dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari’at secara tekstual atau

jihad tanpa rasa takut dan paksa.



74

8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas negara)
tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya,
tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.

9. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan
orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan, agar tugas-
tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang
oleh orang-orang yang jujur.

10. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan,
agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama. Tugas tersebut
tidak boleh ia delegasikan kepada orang lain dengan alasan sibuk istirahat
atau ibadah. Jika tugas-tugas tersebut ia limpahkan kepada orang lain,

sungguh ia berkhianat kepada umat, dan menipu penasihat.

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kewajiban seorang pemimpin ada
10 (sepuluh), yang mana terdapat kewajiban seorang pemimpin menegakkan
supremasi hukum (hudiid) untuk melindungi larangan-larangan Allah swt dari
upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan melindungi hak-hak
hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.” Pengaturan
masalah perizinan berkaitan dengan hak-hak umat agar tidak terjadi pelanggaran.
Dalam menegakkan hukum agar hukum itu ditaati dan tidak dilanggar maka
negara ikut serta atau ikut campur untuk mengakomodasi penegakan hukum

tersebut dalam bentuk aturan. Yang diberikan kewenangannya kepada eksekutif

“Imam Al-Mawardi, A/-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara
Dalam Syariat Islam,25.
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(Presiden) di bidang legislatif seperti membuat Perpu, Peraturan Pemerintah, dan
kewenangannya di bidang yudikatif seperti memberikan atau tidak memberikan
grasi dan abolisi.

Dalam pandangan Islam, Kepala negara (Imam) tidak adakewenangan
memberi grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Imam harus menjalankan
kewenangannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran
dan tujuan hukum. Aturan yang berubah hukum atau regulasi lainnya secara
fitrah diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan diantara manusia
bisa saling menghormati dan menghargai, karena dengan aturan dan hukum tiap-
tiap manusia akan menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan hak dan
kewajiban yang dimiliki. Pemimpin harus bisa memastikan bahwa rakyatnya
benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai hak dan kewajiban
yang dimiliki (tidak saling tumpang tindih).94

Pemerintah harus mampu mengembalikan citra para penegak hukum.
kewenangan besar atas penegakan hukum diharuskan mendapatkan kepercayaan
dan legitimasi dari rakyat untuk menegakkan supremasi hukum. Menegakkan
kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah sebuah keharusan dalam

kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

* Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang
(Perpu), (Malang, UMM Press, 2003), 43.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Kewenangan Presiden dalam memberikan izin pemeriksaan oleh penegak
hukum terhadap anggota DPR dapat dikeluarkan paling lama 30 hari.
Prosedur penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang
didugamelakukan tindak pidana adalah dalam rangka melindungi harkat,
martabat dan wibawa pejabat negara agar diperlakukan secara hati-hati,
cermat, tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Izin dari Presiden
terhadap anggota DPR bertentangan dengan asas equality before the law
yang mengedepankan kedudukan setara bagi setiap orang dihadapan hukum.
Dalam kajian Figh Siyasah sistem pemerintahan Islam, &khalifah adalah
pemegang kendali pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak
padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang  dari
jabatannya.Dalam pandangan Islam, Kepala negara (Imam) tidak ada
kewenangan memberi grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Jadi, tidak sesuai
jika Imam memberikan izin pemeriksaan. Imam harus menjalankan
kewenangannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi

sasaran dan tujuan hukum.
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B. Saran

1.

Dalam Proses penyidikan terhadap anggota DPR harus sama dengan
warga negara biasa dan penyidik tidak harus izin Presiden, sehingga
aspek-aspek negara hukum terwujud untuk melindungi hak setiap warga
negara baik dari sisi due process of law maupun equality before the law.

Dalam menjalankan proses penyidikan sesuai dengan koridor hukum yang
berlaku dan memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat harus memahami kekuasaan dan jabatan yang
diembannya secara benar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan
anggota DPR harus ditentukan dengan jelas antara tugas individu dan

tugas sebagai pejabat negara atau berkaitan dengan kepentingan negara.
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Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ‘entang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ‘entang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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